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ABSTRAK 

 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 104 
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 

  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan 
Presiden Nomor 3 Tahun 2016;  Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 
2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 
Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 
Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 
2022; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024; 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan 
Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024; Peraturan Daerah 
Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah 
Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah 
Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten 
Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk 
Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 
Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 
2023; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023; 
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Bupati 
Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023.  

  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan RKPD Tahun 
2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja 



Perangkat Daerah, KUA dan PPAS serta APBD Tahun Anggaran 2025. 
Penetapan RKPD Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk mewujudkan 
Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara 
perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Daerah. Sistematika 
RKPD Tahun 2025 meliputi Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi 
Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Sasaran dan 
Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja PendanaanDaerah, 
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penutup dan Lampiran. Isi 
beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahka dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
CATATAN 

: -  - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01 Juli  
2024; 

- Jumlah batang tubuh 8 halaman dan lampiran 3099 halaman. 

 


